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PERATUFIAN BUPATI KATINGAN
NOMoR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PELIIMPAHAN SEBAGIAN KEWENAhIGAN BUPATI
KEPADA WAKIL BUPATI

DENGAN RAHNIAT TUHAN YANG NIAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerla Aparatur Pemerintah

Kabupaten Katirrgai sehingga dapat tercapai efektifitas dan efisiensi

kerja'dalam meribantu tugis Bupati dipandang perlu melimpahkan

sebagian kewenangan kepada Wakil Bupati,

bahwa pelimpalran sebagian kewenangan dimaksud bertujuan untuk

mempertegas pemilahan tugas agar tidak terjadi tumpang tindih dan

tercipta siiergisitas tugas biiokrasi dan Srelayanan pada masyarakat;

bahwa berdasetrkan pertimbangan sepagaimana di maksud pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang
pelimpahan setlagian Kewenangan Bupati kepada wakil Bupati.

undang - uncliang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan

Kabupiten Katingln, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lanraidau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Wilayah Provinr;i Kalimanian Tengah (Lembaran Negara Republik

lndohesia Tahun 2OOZ Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonelsia Nomor  1B0);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peratuian Perundlng - Undangan (t-embaran Negara Republik

lndonesia Tahuln ZO-O| Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembarran Negara Republik lrrdonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambaharr Lembaian Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana terlah diubah dengan Undiang - Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubalran Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintahan Daerah menjadi

Undang - Undarrg (Lembaran Negara Rppublik lndonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tapn-bahan Lembaran NegeiLra Republik lndonesia Nomor
4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor

12 Tahun 200tli tentang Peruba62p (6rdua Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemt,:rintahan Daerah (Lembaran



N/lenetapkan :

Negara RepuLrlik lndonesia Tahun 2008 Nomor 8' Tamhahan

Leilbaran Negara Republik lndonesia Nrtmor a844);

4.uno,ngunoangNo*o'33Tahun2004tentangPerimbangan
Keuangan nnirtr" Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran u.i[L Repubtik_lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Le*brran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);

5. peraturan Penlerintah Ntmor 38 Talrun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan F,emerintahan Daerah hlabupaten I Kota (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun20oTNomor32,Tambahan
Lerirbaran Negarra Republik lndonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negarar Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 813, Tambahan Lembirarr Negara Republik lndonesia

Nomor 4741)',

7. Peraturan Daerilh NOmOr 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan''/ang Menjadi Kewenarrgan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lem5ara-n Daeiah Kabupatelrn Katingan Nomor 3 Tahun

2008);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200E tentang Organisasi dan Tata

Kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Penrvakilan Rakyat

Daerah Kabupa,ten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 4 Tahun 2008);
9. Peraturan Daer,ah Nomor 5 Tahun 200& tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kntingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008);

10, Peraturan Daeraf, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja lnspektorat, Badan Perencanaarr Pembangunan Daerah dan

Lembaga' Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupiten Katirrgan Nomor 6 Tahun 20t)8);

11. peraturan Daeraf, Nomor 7 Tahun 200€i tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah lSakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 20t18);

12. Peraturan Daeraf, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008);

13. peraturan Daerah Nomoi 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun

200e);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKITTN:

PERATURAN BIJPATI KATINGAN 'TENTANG PELIMPAHAN

SEBAGTAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMI.JM

Pasal 1

Dalam Peraturan Br,rpati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenSwaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi setruas - luasnya dalam sistem



dan prinsip Negara Kesatuan Repul]rlik lndonesia sebagaimana

dimaksuddalamUndang-undangDasarNegaraRepubliklndonesia
Tahun 1945;

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. BuPati adalah Brupati Katingan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingien;

5. Sekretaris adalalr Sekretaris Daerah Kafrupaten Katingan;

6. Asisten adalah l\sisten Sekretaris Daerarh Kabupaten Katingan;

7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabr.rpaten Katingan;

8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Katingan berberr-tuk Badan, lnspektorat, l-tSUD dan Kantor;

g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat

Daerah, sekretilriat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah, Kecamaltan dan Kelurahan;

10. Sekretaris Dew'an Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris

DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenKatingan;

11. Kecamatan adalsh wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;

12. Kelurahan adalarh wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di

bawah Kecamatian;

13. Kewenangan Pemerintah Daerah aclalah hak dan kekuasaan

pemerintah daerrah untuk menentukan atau mengambil kebijakan

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan sebagai badan

eksekutif daerah,

14. Pelimpahan selragian kewenangan aclalah penyerahan sebagian

kewenangan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Bupati

kepada Wakil Bupati;

15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian

yang dilakukan secara terus menrsrus oleh atasan kepada

bawahannya secara preventif dan edul<atif agar pelaksanaan tugas

berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perun<Jang-undangan yang berlaku'

BAB II

PELIMPAHAN KEWETIANGAN

Pasal 2

(1) Jenis pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

(2) Pelimpahan sebiagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas selalu bersifat saling berhubungan dan saling mendukung



Sebagaisatukesatuansistemdenganmemperhatikancakupan
kemanfaatan daya guna bagi pembangunan dan kemasyarakatan;

(3)Selainmelaksanakanpelimpahansebilgiankewenangandimaksud
padaayat(1),\NakilBupatimelaksanakanpenugasanyangbersifat
lisan atau perintiah langsung dari Bupati'

Pasal 3

pelimpahan sebagian kewenangan ini terketndung maksud dalam rangka

peningkatan dan pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten

Katingan

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1 ) Penyelenggaraan sebagian kewenangarr yang dilimpahkal. 1,ti 
Bupati

kepadaWakilBupati,pelaksanaannyadilakukanolehWakilBupati;

(2)WakilBupatidalammenyelenggarakanklewenanganyangdilimpahkan
harus memperhr:rtikan dan berpedoman :

a. standar, nofl1'la dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan'

b. Prinsip tata krelola pemerintahan yang bersih dan baik'

c.AsasKepast|anHukum,TertibPenyelenggaraanNegara,
KepentinganUmum,Keterbukaan'Profesionalitas'
Proporsional ritas, Aku ntabi I itas, efisie n si dan efektifitas;

d'PrinsipkoordinasidenganBupatiselakupemberipelimpahan
kewenangan.

(3) Wakil Bupati nrengkoordinasikan, melcrksanakan pemantauan dan

pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan

kemasyarakatan sehingga kegratan dapiat berjalan dengan tertib dan

lancar;

(4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil

Bupati bertanggr-rng jawab kepada Bupati;

BAB IV

P,EMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupatimelakukanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraan
pelimpahan sebagian kewenangan yang dilaksanakan oleh wakil

BuPati;

(2) wakil Bupati dalam melaksanakan kew,:nangan dimaksud pada ayat

(1)selaluberpedomanpadaperaturanperundang-undanganyang
berlaku;
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BAB V

PERTANGGUNGJA\IVABAN

Pasal 6

(1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang

dilimpahkan kepada Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Bupati;

(2)Pertanggungjavrlabansebagaimanadirnaksudayat(1)berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB VI

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 7

Hal_halyangbelurndiaturdalamperaturanini,sepanjangmengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pirda tang gal, % Juli 2009

EIUPATI TING'AN,

DUWEL RAWING
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Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 10 Juli 20A9
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NC}MOR : }1 TAIHUN 2OO9

TANGGAL : 2n JU[-l 2009

TENTANG : PELIIVIPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA WAKIL BUPATI

A. BIDANG PEIUIERINTAHAN

1. Mengkoordinasikan pembinaarn bidang kepegawaian rneliputi :

a) Pelaksianaan pengembanl]an budaya kerja aparatur Pemerintah Kabupaten

Katingan,

b) peningkatan disiplin, prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;

c) Mengermbangkan dan mendorong kreativitas sertar ide-ide bawahan untuk lebih

kreatif inovatif dan bertanl;gungjawab terhadap setiap pekerjaan;

d) Pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil'

Z. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tinr:Jak lanjutnya meliputi :

a) penet;lpan kebijakan teknis penerapan budaya kerja aparatur negara di Jajaran

Pemerintah KabuPaten Katingan;

b) Pengarahan, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur

negara di Jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan;

c) Penetapan bentuk penghargaan dan pertimbanEan penetapan sanksi sesuai

ketentrlan perundang-undangan yang berlaku,

d) pemantauan dan evaluasi proses pengurusan administrasi kepegawaian, serta

peninEkatankemampuanrlankesejahteraanpegaruai;

e) pelaksanaan komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai budaya kerja

aparatur pemerintah padar setiap unit dan satuan kerya di Jajaran Pemerintah

KabuPaten Katingan;

0 Penciptaan iklim I suasania lingkungan kerja yang mendukung peningkatan etos

ker1a, tertib, produktifitars kerja serta meningl<atkan kinerja dan kualitas

pelaya nan terhadaP masYierakat;

g) Pelayernan umum pemerintahan yaitu pemberiarr bimbingan dan pembinaan

serta kemudahan dalam pemberian pelayanan perijinan maupull pelayanan

publik lainnya secara akuntabel dan transparan;

h) pelaks;anaan rencana dan program intern maupun ekstern kepemerintahan

pada sietiap unit kerja dan satuan kerja Jajaran Pernerintah Kabupaten Katingan;

i) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah

Kecamatan dan Kelurahan / Desa;

j) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daeralt;

5



k) Kegiatan aparatur Pemerrintah di bidang kelernbagaan' kepegawaian dan

ketatalaksanaan;

l) Tindak.an penyempurnaan dalam penggunaan surnber daya Aparatur di bidang

Kelem.bagaan,KepegawaiandanKetatalaks8l..lsEosecarahasilgunauntuk
pencapaian hasil kerja yang optimal;

m) Tindak.an pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang

dinilai patut mendapat penghargaan sesuai peraturan yang berlaku;

n) Tindak.an tuntutan dan aiar-r gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi dan

atau pranyetoran kembali, tuntutan perbendahataan dan tuntutan perdata berupa

pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain;

o) Tindakan administrasi yang tegas dalam peneri:xpan Hukuman Disiplin bagi

penyimpangan pengelola kegiatan pembangunan oleh aparatur sesuai dengan

peraturan perundang-undarngan di Bidang Kepegalvaian yang berlaku;

p) Percepratan pencapalan Pendapatan Asli Dae,:rah (PAD), dalam rangka

mendukung pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Dinas rlnstansi teknis.

B. BIDANG PENflBANGUNAN

1. Mengkoordinasikan pelaksaneran pengawasan dan tindak lanjutnya meliputi :

a) Rapat pengendalian pembangunan di tingkat Kabupaten Katingan;

b) Kegiatian instansi vertikal di Daerah;

c) Kegiat;an pembangunan fislk dan non fisik;

d) pelaksanaan rencana dan program pembangunarr setiap unit kerja dan satuan

kerja Jajaran Pemerintah ]'hbupaten Katingan;

e) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan pernbiayaan pembangunan;

fl Kegiaiirn aparatur pemerintah sebagai pengelola program dan kegiatan

Pembangunan;

g) pelapc,ran pelaksanaan pembangunan dari setiap urnit kerja dan satuan kerja;

h) Tindakan penyempurpls;3l'l aparatur pemerintah pengelola kegiatan

pembangunan dalam rangtka peningkatan efisiensi, daya guna dan hasil guna

Pelaks;anaan Pembangunan;

i) Tindakan pengaduan tindakan pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada

instansi yang berurenang, sesuai dengan proseciur dan peraturan perundang-

undanS;an Yang berlaku,
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C, BIDANG KEIUIASYARAKATAN

Mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang kemasyarakatan meliputi :

1. Pemberdelyaan masyarakat dan perempuan;

2. Pengembangan dan pelestariian sosial budaya;

3. Pengembisngan dan pelestarian lingkungan hidup'

4.Pembinaanorganisasikepemudaandanolahraga;

5. pembinaan kerukunan intern umat beragama, iantar umat beragama dan

Pemerintarh.

EITJPATI KATINGAN,

\\try
DUWEL RAWING
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